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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan,
dan bertekunlah dalam doa”

(Roma 12:12)
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ABSTRAK

Korupsi merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada sektor
keuangan negara dan perekonomian negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pengembalian aset hasil
tindak pidana korupsi. Tujuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ini
untuk menutupi kerugian keuangan negara. Permasalahan yang diangkat dalam
penulisan ini adalah bagaimana mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penelitian
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder
belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengembalian aset hasil
tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana, jalur perdata, dan
melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Pengembalian Aset, Kerugian Negara, Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang aktif
melaksanakan pembangunan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan manusia
Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya adil, makmur,
sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan masyarakat
Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera adalah pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengertian tindak pidana korupsi ialah :

a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan
keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara
atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal
kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;

b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan sesuatu

kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain

' LNRI No. 134 Tahun 2001, TLNRI No. 4150 pada Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999

:(ebagaifnana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
orupsi.



atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan
kedudukan.?

Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, adalah 3

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana korupsi, adalah :*

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara...”

1( ' 2 UU No. 24/Prp/1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana
orupsi.
3
LNRI No. 134 Tahun 2001, TLNRI No. 4150 pada Pasal 2 a

N ] . . yat (1) UU No. 31 Tahun

1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 T i
b S K:)rupsi. entang Pemberantasan Tindak
LNRI No. 134 Tahun 2001, TLNRI No. 4150 pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999

sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 T : .
Korupsi. entang Pemberantasan Tindak Pidana




Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur Tindak

Pidana Korupsi adalah:

1.

2,

3

4.

Setiap orang, termasuk korporasi;
Melakukan perbuatan melawan hukum;
Memperkaya diri sendiri;

Merugikan keuangan negara.s

Perbuatan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

a.

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara;

Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat
kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau

kedudukannya;

Melakukan percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk

melakukan tindak pidana korupsi.®

> Aznz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him.17.

¢ LNRI No. 140 Tahun 1999, TLNRI No. 3874 pada UU No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Korupsi dalam beberapa tahun ini telah memperlihatkan kepada
masyarakat Indonesia akan kesistematikaan dan keparahan yang ditimbulkannya,
sehingga dibutuhkan tindakan yang serius dan signifikan terhadap
pemberantasannya. Hal inipun tercermin dalam konsiderans Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara jelas
menyebutkan bahwa “tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas
tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran
terhadap hak sosial, dan ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi
perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan
secara luar biasa”.”

Korupsi dapat dilakukan oleh aparatur negara dan swasta. Korupsi
merupakan tindak pidana yang terbungkus dalam kerahasiaan, terencana,
sistematik dan melibatkan banyak orang baik sebagai pelaku maupun hanya
sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut.®

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah berulang
kali diganti, diubah, diperbaiki, atau di amandemen. Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diharapkan mampu memenuhi
dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah

dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat

merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Namun kenyataannya

) 2 LNR.I No. 134 Tahun 2001, TLNRI No. 4150 pada Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999
:(ebagal‘mana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
orupsi.

8 .
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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korupsi semakin parah dan ada di berbagai bidang. Kasus-kasus tindak pidana

korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang

canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang

terselubung dan terorganisasi.9

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantasan korupsi telah

menciptakan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi, antara lain :

1.

2,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.

9 . . o .
Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him. 2.



Undang-Undang Keuangan Negara mendefenisikan Keuangan Negara
yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan
milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.'

Tindak pidana korupsi selain merugikan Keuangan Negara, juga
Perekonomian Negara. Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian
yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun
usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik
di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan kemakmuran dan
kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat."!

Terpidana Yulias Ali Asikin dan Endang Sukarman tahun 2007, terbukti
melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan kerugian negara Rp.
2.232.030.000,-. Divonis oleh hakim masing-masing 1 (satu) tahun penjara dan
menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti masing-masing kepada
Yulias Ali Asikin sebesar Rp. 10.530.000,- dan Endang Sukarman Rp.
2.232.030.000,-.'* Tahun 2012 Anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Dijabar,
dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan
putranya Dendy Prasetya, telah divonis oleh hakim masing masing kepada

Zulkarnaen Djabar 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta dan Dendy Prasetya,

' LNRI No. 47 Tahun 2003, TLNRI NO. 4286 pada UU No. 17 Tahun 2003 Tentang
Kcuangarl)INegara.
) LNITJ No. 134 Tahun 2001, TLNRI No. 4150 pada Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999
:(ebagal.mana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
orupsi.

31 Mot 2;)zgdmin.DimektorPutusanMahkamahAgung,http://putusan.mahkamahagung.go.id.Diaks&s
ei A



8 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta. Zulkamaen Djabar dan putranya
diwajibkan membayar uang pengganti, masing-masing sebesar 5.7 miliar."

Terpidana Drs. Najamuddin Siregar bin H. Baleo Saleh Siregar terbukti
telah melakukan tindak pidana korupsi tahun 2004. Divonis oleh hakim 5 (lima)
tahun penjara dan denda Rp. 75.000.000,- dan menghukum terpidana membayar
uang pengganti sebesar Rp. 1.126.477.273,-.' Ketiga terpidana itu tidak ada yang
dituntut untuk mengembalikan aset negara atas kerugian dari tindak pidana
korupsi.

Tindak pidana korupsi ditandai dengan hilangnya aset-aset publik untuk
kepentingan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pengembalian aset hasil tindak
pidana korupsi merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya
pemberantasan korupsi. Tujuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi
adalah untuk mengembalikan aset yang merupakan hak negara yang dikuasai oleh
pelaku korupsi dan memajukan kesejahteraan umum dengan cara mengoptimalkan
penggunaan hak-hak negara dalam mengejar dan mendapatkan kembali aset hasil
tindak pidana korupsi.

Pengembalian aset terpidana korupsi menarik untuk dianalisa melalui
sebuah karya ilmiah tentang bagaimana mekanisme pengembalian aset terpidana
korupsi dalam memerangi korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan
negara. Maka peneliti berkeinginan membahas dalam bentuk skripsi berjudul

“Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”.

13 .
Admin.Zulkarnaen.Djabar.Divonis. 15.Tahun.Penj . : :
es 31 Mei 2013. enjara http://nasional.kompas.com.Diaks

14 . "
Admin.DirektorPutusanM ahA . -
31 Mei 2013. SEEllark I ahkamahAgung,http:/putusan.mahkamahagung.go.id .Diakses
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B. PERMASALAHAN
Dari uraian latar belakang yang diuraikan di atas diperoleh rumusan

permasalahan yaitu “Bagaimanakah mekanisme pengembalian aset hasil tindak

pidana korupsi”.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian Skripsi ini dilakukan adalah untuk menjelaskan

mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

D. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat yang akan diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini
adalah:
1. Manfaat Teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik dan
masyarakat pemahaman tentang mekanisme pengembalian aset hasil
tindak pidana korupsi.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan menambah masukan bagi aparat
penegak hukum dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

aset terpidana korupsi untuk dirampas dan dikembalikan kepada

negara.



E. Ruang Lingkup

Untuk memberikan batasan terhadap pembahasan permasalahan yang
dilakukan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti memberikan batasan
mengenai permasalahan yang berhubungan dengan Mekanisme Pengembalian

Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

F. Metode Penelitian
1. Tipe penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri
Mahmudji dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum Normatif”
yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data
sekunder belaka.'” Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah
penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf
sinkronasi hukum'® tentang UU yang mengatur tentang Pengembalian

Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

. 1> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, him. 13.

. ' Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, him. 41.
Penelitian Hukum Normatif terdiri dari:

a.Penelitian terhadap asas-asas hukum;
b.Penelitian terhadap sistematika hukum;
c.Penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum;
d.Penclitian sejarah hukum; dan

e.Penelitian perbandingan hukum.
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2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Penelitian hukum tidak dikenal adanya data. Dalam penelitian
hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh
dari kepustakaan bukan dari lapangan, maka istilah yang dikenal adalah
bahan hukum. Sumber bahan hukum penelitian diperoleh melalui studi
kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah berupa bahan-bahan hukum yang
mengikat'’, terdiri dari:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi
4) RUU Perampasan Aset No.14 Tahun 2008
5) Yurisprudensi dan United Nation Convention Against
Corupption atau UNCAC (yang diratifikasi dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2006).
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer'® yang meliputi: buku-buku

" Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., him.13.
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literatur, artikel, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, seminar-

seminar, majalah dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan

dalam penulisan dalam skripsi ini.
c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder,'® seperti: kamus hukum,

ensiklopedia, koran, internet dan majalah.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka dan
studi dokumen, yaitu dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan-
bahan hukum berupa literatur-literatur, laporan, peraturan perundang-
undangan, keterangan lain yang telah dibukukan dan publikasi lainnya
yang berhubungan dengan persoalan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil
Tindak Pidana Korupsi.
4. Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini

adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara
penelitian yang menghasilkan data deskriptif — analitis, yaitu apa yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga peran dan
pengalamannya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu

yang utuh.?’

'8 Ibid, him. 13.
' Ibid.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, him. 250.
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5. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode
deduktif, yaitu suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui

dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.?!

2! Bambang Sunggono, Op. Cit., him. 11.
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